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TEITTAIYG

KEDUDUKAN, SUSUIIAII ORGANISASI, TUGAS DAN tr'UNGSI SERTA

TATA KERJA DINAS LIITGKUITGAIT HIDUP TIPE A

DTNGAI{ RAII}IAT TUIIAT{ YANG }IAIIA TSA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendukung efektifitas,

efisiensi serta optimalnya penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan, maka perlu

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan

fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;

bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

serta tata kerja perangkat daerah merupakan tindak

lanjut ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota

Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2OL6;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk

Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas

Lingkungan Hidup TiPe A;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi sularresi

utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4680); q

Mengingat : 1.

b.

c.



2. Undaag-Undang Nomor 72 Tahun 2017, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undaag-Undang Nomor 5 Tahun 2O14, tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba.ran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l*mbarart

Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan l*mbaran

Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {l,embaral Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaa

Nomor P.74 /Meolhk/Setjen/Kum.l /8 /2016 tentang

Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan

Pemerintahan Bidang Kehutanan; q$

5.

6.

7.

8.



9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota

Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);

MEMUTUST(AIT:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KER.IA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A

BAB I
XEf,EITTUAIT UTUM

Pasal I

Dalam Peraturar Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahart

oleh pemerintai daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

IndonesiaTahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahaa Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah adalah lembaga perwakilan ralryat

daerah yarrg berkedudukaa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kota Kotamobagu.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rat<yat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah. tq

3.

4.

5.

6.

7.



8. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanal<an urusan

pemerintahan.

9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota

Kotamobagu yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

lingkungan hidup.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

lndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

11. Uratan Tugas dan Fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam

penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.

t2. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib

dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan,

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas jabatarrnya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan

dengan tugas jabatan yang diampunya.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adaJah kelompok Pegawai Negeri Sipil

yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya

dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi.

BAB II
I{TDUDUKAIT DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tipe A sebagaimana

dimaksud pada ayat (7l,terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan

2l Kepala Sub Bagian Keuangan qq



3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Kepala Bidang Tata Lingkungan, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri

dari :

1) Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH, KLHS dan Kajian Dampak

Lingkungan

2l Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah 83, membawahi 2

(dua) Seksi yang terdiri dari :

1) Kepa1a Seksi Pengelolaan dan Penanganan Persampahan

2l Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup, membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan

2l Kepala Seksi Pengendalian Pencema-ran dan Kerusakan Lingkungan

f. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,

membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:

1) Kepala Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakkan

Hukum Lingkungan Hidup

2l Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Perizinan Bidang

Lingkungan Hidup

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tipe A sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUIYGSI

Bagian Kesatu
Kepala Diaas

Pasal 3

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota

untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang

lingkungan hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : q1l



a. perttmusan dan pelaksanazul kebijakan di bidang lingkungan hidup;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;

c. pelaksarla€Ln administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang

lingkungan hidup;

e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan

hidup;

f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;

g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Bagiaa Kedua
Sekretaris

Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan

ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas,

pen)rusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan

keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;

b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan

pelaporan;

c. pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;

d. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;

e. penyelenggaraan urusan program dan pelapora.n;

f. penyelengga-raan urusan umum dan rumah tangga;

g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi. 
h



Paragraf 1

Sub Baglan Umun dan Kepegawaian

Pasal 5

(1) Sub Bagran Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun

rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola

administrasi kepegawatan serta melaksanakan urusan rumah tangga.

(2) Datam melaksanakarl tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. men3rusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan

kepegawaian;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan

kepegawaian;

c. menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;

d. menata dan memelihara sa-rana dan prasarana;

e. menyiapkan bahan dan data kepegawaian;

f. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan

administrasi kepegawaian ;

g. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;

h. melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan

kepegawaian;

i. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan

dinas;

j. melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;

k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang

inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak;

1. melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata
laksana dan pengelolaan kesekretari atan;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menJrusun laporan

pelaksanaan kegiatan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi. qq



Paragraf 2
Sub Baglan Perencaaaal

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencara keq'a dan

melaksanakan pelaporan.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dima-ksud pada ayat (1), Sub

Bagian Perencalaan menyelenggarakan fungsi :

a. menJrusun rencana dan program kerja;

b. mengumpulkaa, mengkoordinasikan dan menyusun Rencana Kerja

Dinas;

c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Keda

Angga-ran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Angga,ran (DPA) dari

masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi

perencanaan melalui Kepala Dinas;

d. mengkoordinasikaa dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kiner1'a

Instansi Pemerintah, Rencana Ke{a Tahunax, Penetapan Kinerja

Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana

Strategis dan Rencana Kerja;

e. mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana

anggamn / keuangan darl belanja;

f. mengkoordinasikan dal menyusun Laporan Keterangan

Pertanggungiawaban Keuangan/Anggaran;

g. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti dan melaporkan rea,lisasi

fi sik dal keuangan / anggaran;

h. menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika,

prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan;

i. mengkoordinasikan dan menyusun Rencana dan Program Ke{a setiap

unit ke{a di lingkungan kantor;

j. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-

undangan; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinaa sesuai bidang tugas

dan fungsi.
qq



Paragraf 3
Sub Bagtaa Keuangan

Pasal 7

(1) Sub Baglan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencala keq'a,

melaksanakan tugas teknis keuangan.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

peraturan ini, Sub Bagian Keuangan menyelenggaralan fungsi :

a. menyusun rencana dan program keq'a;

b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Ke{a

Anggaran (RI{A} dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari

masing-masing satuan keq'a;

c. men5rusun realisasi perhitungan angga.ran dan administrasi

perbendaharaan dinas;

d. mengkoordinasikaa, menyusun dan menganalisis rumusan rencana

arlgga,ran/ keuangan dan belanj a;

e. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan

Pertanggungiawaban Keuangal/Anggaran;

f. mengkoordinasikan dan menyusun dokumen Rencana Kerl'a anggaran

(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta melakukan usulan

perubahan angga-ran;

g. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti dan melaporkan realisasi

fi sik dan keuangan / anggaran;

h. melaksanakan pengadministrasian Keuangan/ anggaran yang meliputi

verifikasi, pembukuan pembendaharaan serta gaji;

i. melaksanakan pengendalian anggaran/keuangan, penerimaan kas,

pengeluaran kas, Investasi dan Utang Piutang;

j. menyiapkan Evaluasi dan Monitoring Penatausa-haan administrasi dan

keuangan/anggaran;

k. menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika,

prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan;

l. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-

undangan; dan

m. melaksanalan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi. lr\



(u

(21

Bagtaa Kettga
Btdang Tata Llagkungaa

Pasal 8

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan

teknis kelayakan dokumen lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan

dan upaya pemantauan lingkungan dan pengendalian teknis penerapan

rencana pengelolaan lingkungan hidup serta laporan hasil penilaian

dokumen amdal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

peraturan ini, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusurn kebijaksanaan teknis tata ruang,

kelayakan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungaa

(AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL) dan DPPL;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penaatan dan penegakan

hukum lingkungan;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana darr program penilaian

UKL/UPL dengan melibatkan instansi teknis;

d. penyiapan bahar bimbingan dan pengendalian teknis pemantauan

pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana

pemantauan lingkungan hidup serta analisis dan evaluasi pelaksanaan

pengendalian dampak lingkungan;

e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyusunan

laporan hasil pelaksanaan penilaian dokumen amdal sebagai persiapan

proses penerbitan keputusaa kelayakan lingkungan hidup atau

persetujuan UKL-UPL.

f. inventarisasi data, informasi sumber daya alam dan penyusunan

dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH);

g. Koordinasi, sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJMD, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;

h. koordinasi penJrusunan tata ruang yartg berbasis

daya tampung lingkungan serta penentuan daya

tampung lingkungan hidup ;

daya dukung darr

dukung dan daya

q4



i. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam {NSDA) dart Lingkungan

Hidup, penJrusun€rn instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan

PDRB hijau serta mekanisme insentif disinsentif pendanaan lingkungan

hidup);

j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah darr Indeks Kualitas

lingkungan hidup;

k. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

l. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan pengesahan kajian

Lingkungaa hidup Strategis;

m. fasilitasi Keterlibatan masyarakat

Pembinaan penyelenggaraan KLHS

KLHS;

n. koordinasi penJrusunan instrukmen pencegahan pencemaran dan /atau
kerusal<an lingkungan hidup (Amdal , IJKL - IJPL, izin lingkungan, Audit
Lingkungal Hidup, analisis resiko Lingkungan Hidup);

o. pen5rusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan
(komisi penilai, tim pakar dan konsultaa) dan penilaian terhadap

dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL / UPL);

p. pelaksanaan proses izin lingkungan, perlindungan sumber daya alam,
pengawetaJr sumber daya alam, pelaksanaan pemanfaatan seca.ra

lestari sumber daya a)am, pencadaagan sumber daya alam;
q. pelaksanaaa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,

inventasrisasi GRK dan pen5rusunan profil emisi GRK;

r. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, penetapan kebijakaa
dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan bekelanjutan, dan
pengendalian kerusakan keaaekaragaman hayati;

s. pemantauan dan pengawasal pelaksanaan konservasi keanekaragaman

hayati serta penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman

hayati;

t. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base

keanekaragaman hayati;

u. melaporkan pelaksanaan tugas; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

dan fungsi.

dalam pelaksanaan KLHS dan

serta pemantauan dan evaluasi

sesuai bidang tugas

q



Paragraf 1

Seksl laveatarlsasl RPPLH' KLHS dar
KaJiar Dampak Liagkungaa

Pasd 9

Seksi Inventarisasi RPPLH, KLHS dan Kajian Dampak Lingkungan,

menyelenggaralal fungsi :

a. menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

b. melakukan pen5rusunar dokumen RPPLH;

c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJPD

dan RPJMD;

d. melakukan pemaJrtauan dari evaluasi pelalsana RPPLH;

e. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

f. mengkoordinasi peyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup;

g. menyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau,

mekanisme insentif disisentif, pendanaan lingkungan hidup) ;

h. menyusun status lingkungan hidup daerah;

i. menyusun indeks kualitas lingkungan hidup;

j. melaksanalan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

k. melakukan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;

l. melaksanakan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;

m. menfasilitasi ketertiban dalam pelaksanaan KLHS;

n. menfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

o. melakukan pemantaua-n dan eva-luasi KLHS;

p. melakukan koordinasi penyusunan instrumen pencegahal pencema-ran

dan/atau kerusa-kal lingkungan hidup (amdal, UKL-UPL' izin

lingkungan, audit LH, ana-lisis resiko LH;

q. melakukan penilaian tehadap dokumen lingkungan (AMDAL dan

UKL/UPL);

r. menyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup transparan (komisi

penilai tim pakar dan konsultal);

s. melaksanakan proses izin lingkungan;

t. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

u. melaksanalan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi. h



Paragraf 2
Selsl Pemeliharaar Llnglmngan Hidup

Pasal 10

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan perlingdungaJr sumber daya alam;

b. melaksanakan pengawetan daya alam;

c. melaksanakan pemanfaatan seca.ra lestari sumber daya alam;

d. melaksanakan pencadagan suber daya alam;

e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

f. melaksanakan inventarisasi GRK dan peyusunal profil emisi GRK;

g. melaksanatan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

h. melakukan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,

pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan

keanekaragaman hayati ;

i. melalukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi

keanekaragaman hayati;

j. melakukan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman

hayati;

k. melakukan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman hayati;

L melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundaag-undangan;

dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Baglan Ketlga
Btdang Pengelolaaa gar''pah dan Ltmbah 83

Pasal I I

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah 83, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan pengurangan sampah dan penyusunal informasi

pengelolaan sampal dan penanganan sampah;

b. penetapa-n ta-rget pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk
setiap kurun wal<tu tertentu;

c. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
t;14



d. pembinaaa penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yEmg m€unpu

diurai oleh proses alam dan pendaur ulang sampah;

e. penyediaan fasilitasi pendaurulangan sampah, pembinaan pemanfaatan

kembali sampah dari produk dan kemasan produk;

f. koordinasi pemilahan, pengumpulaa, pengangkutan dan pemrosesan

akhir sampah;

g. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah dan penetapan lokasi

tempat TPS, TPST dan TPA sampah;

h. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

i. pengawasaa terhadap tempat pemrosesan akhir pembuangan sampah;
j. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah;

k. pemberiaa komponsasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir
sampah;

1. pelaksanaan ke4'asama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan
dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan

pengelolaan sampah;

m. pengembangan inventasi dalam usaha pengelolaan sampah;

n. pen5rusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

o. pelaksanaan penzinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan
pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

p. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

q. pelaksalaan pembinaan dan pengawasan kineda pengelolaan sampah
yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

r. perumus€rn penyusunan kebijakan penzinan penlmpanan sementara
limbah 83 (pengajuan, perubahan dan pencabutan);

s. pelaksalaan perizinan penyimpanan sementa,ra limbah 83;
t. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penlmpanan sementa,ra

limbah 83;

u. penJrusunan kebijakan penzrnan pengumpulan dan pengangkutan limbah
El3 (pengajuan perpanjangan, perubahan dan pencabutan);

v. pelaksaaaan perizinan bagi pengumpul limbah 83, perizinan

Pengangkutan Limbah El3 mengunakan alat angkut, penzinan
penimbunan Limbah E}3 dan perizinan penguburan Limbah medis; qr



w. pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, dan

penimbunan Limbah E}3.

x. melaporkan pelaksaraan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

y. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

darr fungsi.

Paragraf 1

Setsl Peagelolaaa dan Peaalganan Persampahaa

Pasal 12

Seksi Pengelolaan dan Penanganan Persampahan, menyelenggarakaa fungsi :

a. melakukan penyusunan informasi pengelolaan sampah;

b. melakukan penetapan ta,rget pengurangan sampah dan prioritas jenis

sampah setiap kurun waktu tertentu;

c. melakukan perumusan kebijakan pengurangan sampah;

d. melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada

produsen/ industri;

e. melakukan pembinaan pengunaan bahan baku produksi dan kemasan

yang mampu diurai oleh proses alami;

f. melaksanakan pembinaan pendaur ulang sampah;

g. melakukan penyediaan fasilitas pendaur ulang sampa,h;

h. melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan

kemasan produk.

i. melakukan perumusan kebijakan penanganan sampah;
j. melakukan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan

pemprosesan akhir sampah;

k. melakukan penyediaan sarana prasar€rna penanganan sampah;

1. melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan

sampah;

m. melakukan penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;

n. melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah;

o. melakukan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemprosesan

akhir sampah; q41



p. melakukan kerjasama dengan kebupaten/kota lain dan kemitraan dengan

badan usaha pengelola-h sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan

sampah;

q. mela-kukan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

r. melaksanakan penyusunal kebijatan perizinan pengelolaan sampah,

pengangkutan sampah dan pemprosesan akhir sampah yang

diselenggarakan oleh swasta;

s. melakukan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan
pemprosesan akhir yang diselenggarakan oleh swasta;

t. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinery'a

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha);

u. melaksanakaan pembinaan dan pengawas€rn kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanal<an oleh pihak lain (badan usaha);

v. melaporkan pelal<sanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

w. melaksanakal tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas
dan fungsi.

Paragraf 2
SeAsi Pengelolaar Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (BOf

Pasal 13

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),

menyelenggarakan fungsi :

a. melakukaa perumusan penyusunan kebijakan perizinan penlmpanan
sementara limbah El3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan
pencabutan);

b. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah 83;
c. melalsanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanar sementa-ra

limbah E}3;

d. mela-kukan penyusun€rn kebijakan perizinan pengumpulan dan
pengangkutan limbah El3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan

pencabutan);

e. melaksanakan perizinan bagi pengumpulan limbah El3;

f. melaksanakan perizinan pengangkutan limbah 82 mengunakal alat
angkut roda 3 (tiga);

g. melaksanalan perizinaa penimbunan limbah E}3;



h. melaksanakan perDinan penguburan limbah 83 medis;

i. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan,

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah 83;
j. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

lagfat Keempat
Btdaag Pengendallan Peacemaran dan Kerusalarr

Lingkungaa Hldup

Pasal 14

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,
menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaal pemantauar kualitas air, udara, dan talah;
b. pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;

c. penylapan sarana prasa-rana pemantauan lingkungan (Laboratorium

Lingkungan);

d. pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non instrusi;
e. pelaksanaan penanggulangal pencemaran (pemberian informasi,

pengisian serta penghentian) sumber pencemaran institusi dan non
institusi;

f. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi
dan restorasi);

g. pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pencemaran;

h. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian

peringatan akan pencemaftm atau kerusakan lingkungan kepada

masyarakat;

i. penyusunan kebljakan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi
dan non institusi;

j. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencema-ran institusi dan non

institusi;

k. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber
pencemaran institusi dan non institusi;

1. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

m. pelaksanaan pemantauan kerusalan lingkungan;

h



n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian sefta

penghentian) kerusakan lingkungan;

o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan

restorasi) kerusakan Lingkungan;

p. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundaag-undangan;

dan

q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan

fungsi.

Paragraf I
SeLsi Pemaatauan Liagknngaa

Pasal 15

Seksi Pemantauan Lingkungan, menyelenggaralan fungsi :

a. melaksanakan pemantauan kualitas air;

b. melaksaaakan pemantauan kualitas udara;

c. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;

d. melakukan penentuan bal<u mutu lingkungan;

e. menyiapkan sa.rana prasarana pementauan lingkungan (laboratorium
lingkungan);

f. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

darr

g. melalsanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas
dan fungsi.

Paragraf 2
Seksl Peagen{alia1 p6ls6mararr dan Kerusalan Ltngkuagan

Pasal 16

Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,
menyelenggarakan fungsi :

a. melalsanakan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non
institusi;

b. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,
pengisisolasian serta penghentian) sumber pencema-ran institusi dan non
institusi; q1t



c. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, Remidiasi,

Rehabilitasi dan restorasi) sumber pencema,ran institusi dan non

institusi;

d. melakukan pemantauan baku mutu sumber pencema-ran;

e. melakukan pengembangan sistem informas kondisi,potensi dampak dan

pemberian peringatan akan pencema-ran atau kerusal<an lingkungan

hidup kepada masyarakat;

f. mela-kukan penyusunan kebijalan pembinaan terhadap sumber

pencema.ran institusi dan non institusi;
g. melakukan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

institusi;

h. melakukan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber
pencemar institusi dan non institusi.

i. melalukan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan:
j. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
k. mela,ksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian) kerusakaa lingkungan;

l. melaksanalan pemulihan (pemberihan, remediasi, rehabilitasi dan
restorasi) kerusakan lingkungan;

m. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundalg-undalgal;
dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas
dan fungsi.

Bagtaa Keempat
Bidang Peaataan dan Pealagkataa l(apasltas Liagkurgaa Htdup

Pasal 17

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,
menyelenggara-kan fungsi :

a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan
penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usalta atau kegiatan yang tidak
sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. pelaksanaan penelaahaan, verifikasi atas pengaduan, penyusunan

rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; q



k.

d. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporaa atas hasil

e.

f.

tindak lanjut pengaduan serta sosialisasi tata cara pengaduan;

penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun

melalui pengadilan;

pengembalgan sistem informasi penerimaan pengaduan masyaralat atas

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

pen5rusunar kebijatan pengawasan tehadap usaha atau kegiatan yang

memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi
penerimaan izin lingkungal dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawasan lingkungan
hidup daerah;

pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum
lingkungan;

pela-ksanaan penegalan hukum atas pelanggaran perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup ;

pelalsanaan penldikan perkara pelanggaran lingkungan hidup,
penanganar baraag bukti dan penanganan hukum secara terpadu;
penyusunan kebijakan penga_kuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kerarifan loka-l atau penetahuan tradisiona,l dan hak kerarifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

identifikasi, verilikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan
masyaralat hukum adat, hak kerarifan lokal atau pengaduan tradisional
dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaal lingkungan
hidup;

penetapan tanah ulayat yang merupakal keberadaan MHA, hak kerarifan
lokal atau pengetahun tradisional dan hak MHA terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;

pembentukan panitia penga-kuan masyarakat hukum adat;
qA

j.

o.

p.

q.

r.



s. penJrusunan data dan informasi profil MHA kerarifan lokal atau

pengetahual tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

t. penJrusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional tekait PPLH;

u. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan

pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

treadisional terkait PPLH;

v. pelaksanaan fasilitasi keq'asama dan pemberdayaan MHA, kearifaa lokal
atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

w. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan keq'asama

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan ltradisional terkait PPLH;

x. penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerl'asama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait ppLH;

y. pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lingkungan
hidup serta pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;

z. peningkatan kapasitas instruktur penyuluh lingkungan hidup;
aa. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan

hidup;

bb. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat darr penyuluhan;

cc. penyiapan sa-rana prasarana diklat dan penyuluhaa lingkungan hidup;
dd. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
ee. pen5rusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan

hidup;

ff. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompoten darr pelaksanaan

penilaian serta pemberian penghargaan;

gg. mendukung program pemberiaa penghargaan tingkat provinsi dan
nasionaJ;

hh.melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

ii. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan
fungsi.

h



Paragraf I
Seksi Peagaduan, Penyelesalan Sengketa dan PenegaLan Huknm

Liagkungan Htdup

Pasal 18

Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakkan Hukum

Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi :

a. melakukan pen5rusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan

pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyara_kat;

b. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan tidak
sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

d. melakukan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi
pengaduan;

e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil
tindak lanjut pengaduan;

f. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan

maupun melalui pengadilan;

g. melakukan sosialisasi tata ca,ra pengaduan;

h. melakukan pengembangan sistem informatika penerimaal pengaduan

masyaralat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

i. melakukan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau
kegiatan memiliki izin lingkungan darr izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;
j. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkung an dan rzin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
k. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas

lingkungan hidup daerah;

m. mela-ksanakan pembentukan tim koordinasi dan monitoring dan
monitoring penegalan hukum;

n. melaksanakan penegakan hukum atas pelangga-ran perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup; q{



o.

p.

melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

melaksaaakan penanganan baralg bukti dan penanganan hukum pidana

secara terpadu;

q. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragraf 2
g6[3[ psal'glrataa Kapasltas dan Perfudaaa Bidang Llagkungan Hidup

Pasal 19

Seksi Peningkatan Kapasitas dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup,

menyelenggarakan fungsi :

a. melakukan pen5rusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;

b. melakukan indifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, keaifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. melakukan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahual tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

d. melaksanakan komunukasi dialogis dengan MHA;

e. melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyaralat hukum adat;
f. melakukan penyusunan data dan data informasi profil MHA, kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

g. melakukaa penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

melatsana-kan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan

dan pendampingan terhadap MHA, keaifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait PPLH;

melaksanakan fasilitasi ker;'asama dan pemberdayaan MHA, kearifan 1okal

atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 
EIn



j.

k.

menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama

MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

menyiapkan sarana prasa,rana peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerja sama MHA, kearifan lokal atdu pengetahuaa tradisional terkait
PPLH;

melal<sanakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan

hidup;

melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan
hidup;

melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
melajukan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan
hidup;

melakukan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli
lingkungan hidup;

melakukan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;

menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
melakukan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
melakukan pen5rusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan

lingkungan hidup;

melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;

membentuk tim penilai penghargaan yang kompoten; dan
mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan
nasional.

melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;

dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas
dan fungsi.

m.

n.

o.

p.

q.

r.

S.

t.

u.

v.

w.

v.

BAB IV
TATA I(TRJA

Pasal 20

(1) Setiap pimpinan satuar organisasi dalam perangkat daerah

bertanggungiawab kepada atasannya secara bery'enjang sesuai bidang
tugas dan fungsinya.

(2) Dafam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

(q



(3)

(41

(s)

t6)

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun

antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu serta

dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota Kotamobagu sesuai dengan

tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wqiib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila tedadi penyim pangan agar mengambil langkah-laagkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan orgaaisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menlapkaa laporan berkala tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinaa satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

Dalam penyam patkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang seca-ra

fungsional mempunyai hubungan kerl'a.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan orgalisasi di
bawahnya d,an d,aJan rangka pemberial bimbingaa kepada bawahan
masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
JABATAIT PERANGKAT DAERAH

Pasal 2l

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris Dinas, merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan
administrator.

(3) Kepala Bidang, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan
administrator.

(7)

(8)

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi

eselon [Va atau jabatan pengawas.

merupakan jabatan struktural

frt



Pasal22
( 1) Selain jab atan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 2 1 , pada terd,apat juga

jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

(2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan arlalisis jabatan dan
beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemeintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

BAB VI
X TTilTUAIT PEITUTUP

Pasal 23
Dengan berlakunya Peraturan walikota ini maka peraturan walikota
Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2oo8 tentang uraian Tugas Lembaga Teknis
Daerah Kota Kotamobagu sebagaiaman telah diubah terakhir dengan
Peraturan walikota Kotamobagu Nomor 2g rahun 2016 tentang uraian Tugas
Badan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pas,al24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

wa-likota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 2B j{ovenber 2

4{WALTXOTA NOTAMOBAGU,

bagu
verber 2016

PTMBINA UTAUA MUDA
NrP. 19730308 199311 1001

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 55

J(

Pada
SEKRET,



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 56TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A

I. UMUM

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi
pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala
daerah (strategic aper), sekretaris daerah (middle fine), dinas daerah
(operating corel, badan/fungsi penunjang (teclmnstructure), dan staf
pendukung (supporting sfafl). Fungsi penunjang (techrwstrucfitre) yang

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam
melalsanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating urel.

Berdasarkan undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari
unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi
dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DpRD. Unsur pelaksarla urusan
pemerintah yang diserahkan kepala daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah daerah diwadahi
dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahaa daerah

diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada daerah Kabupaten/Kota
dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan
untuk melakanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu
yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Inspektur Daerah bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungiawaban tersebut
hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaraa

adminitrasi atas pertanggungiawaban yang disampaikan kepada Kepala

Daerah. ful



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 1O

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas Sh



Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

PasaJ24

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 257



Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Peraturan Walikota Kotamobagu
56 tu,hwa 20r 6
2iJ l,iovenber 2Ot 6
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Linglungan Hidup Tipe A

ETRUKTUR ORGANISASI
DIilAg LIITCKUNOAT{ HIDUP TIPE A

StDtto ttiloE(olatr TAIPAH
DAtr LITIAII BO

ETDATO ITilOIilDALIAII
tlrcf,f^nlt DAt ruRur^rAt

HtcruiloAtr ttrDt P

gEKgI PENINOI(ATAN I(APASITAS
DAN PERIZINAN BIDANO

UNGKUNOAN HIDUP

qwALlKoIA KOTAMOBAG


